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Indonesia merupakan negara dengan ekosistem mangrove

terluas ketiga di dunia setelah Kanada dan Norwegia. Luasan
ekosistem mangrove di negara ini mencapai 3.364.076 hektar,
mencakup 23% dari seluruh mangrove di dunia dan menjadi
rumah bagi 92 spesies yang paling beragam (World Bank, 2021).

Selama ini, ekosistem mangrove dikenal sebagai benteng pertahanan di wilayah
pesisir. Keberadaannya bukan hanya penting untuk ekosistem lokal tetapi juga
memiliki peran signifikan dalam mitigasi perubahan iklim global. Dilansir dari laman
Pojok Iklim (2017), berdasarkan penelitian dari CIFOR, hutan mangrove di Indonesia
menyimpan 5x karbon lebih banyak dibandingkan dengan hutan tropis dataran

tinggi.

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021, sebagian besar mangrove di Indonesia
masin dalam kondisi baik atau lebat, dengan total luas sekitar 3.121.239 hektar
(93%). Sisanya terdiri dari 188.363 hektar (5%) mangrove dalam kondisi sedang dan
54.474 hektar (2%) dalam kondisi jarang. Tercatat mangrove dengan kondisi lebat
terluas berada di Provinsi Papua dengan 1.084.514 hektar, sementara paling sedikit
di Provinsi DI Yogyakarta hanya 8 hektar.

Menurut Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021, mitigasi sektor FOLU (Forest and
Other Land Use) dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Ini berarti KLHK &
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bertanggung jawab dalam
pelaksanaan mitigasi dan pengelolaan hutan mangrove.

Namun, tidak semua mangrove berada di kawasan hutan. Dalam Peta Mangrove
Nasional 2021, disebutkan bahwa 2.261.921 hektar (79%) mangrove berada di
kawasan hutan, sedangkan 702.798 hektar (21%) berada di luar kawasan hutan
(KLHK, 2021). Hal ini menambah kompleksitas dalam pengelolaannya, karena
melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KLHK, KKP (Kementerian
Kelautan dan Perikanan), BRGM, pemerintah daerah provinsi, dan masyarakat
pesisir.

Banyaknya pemangku kepentingan sering kali menyebabkan tumpang tindih
kewenangan yang menyulitkan Pengelolaan mangrove secara efektif. Penelitian oleh
Eddy et al. (2016) dalam Salminah & Alviya (2019) serta Putri et al. (2023)
menunjukkan bahwa tumpang tindih kewenangan ini merupakan salah satu
tantangan utama dalam pengelolaan hutan mangrove di Indonesia.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar
pemangku kepentingan serta kebijakan yang jelas dan terintegrasi. Pengelolaan
mangrove yang efektif tidak hanya penting untuk menjaga ekosistem dan
keanekaragaman hayati, tetapi juga untuk mendukung kehidupan masyarakat pesisir
yang bergantung pada ekosistem ini.

Mangrove memiliki Feran penting untuk wilayah pesisir mencakup mitigasi
erubahan iklim, perlindungan garis pantai, serta mendukung keanekaragaman
ayati. Oleh karena itu, upaﬁa konservasi dan rehabilitasi mangrove harus terus
ditingkatkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara sinergis.
Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memastikan bahwa ekosistem
mangrove yang kaya dan beragam ini tetap terjaga untuk generasi mendatang.
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Kebijakan Pengelolaan Mangrove
di KLHK, BRGM, dan KKP

Tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan melalui
Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan
Ekosistem Mangrove (SNPEM).

Kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan
ekosistemm mangrove lestari serta masyarakat yang sejahtera dengan
memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. SNPEM juga menjadi bagian
integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Berpedoman
Eada peraturan tersebut pemangku kepentingan saling bekerja sama melalui

ebijakan dan program untuk thJf'uan bersama ekosistem mangrove terpadu dan
berkelanjutan. Tahun 2020, tecrija i perubahan kebijakan yang lebih terintegrasi dan
komprehensif sehir;Fga terjadi pencabutan Perpres Rl No. 73 Tahun 2012 oleh
Presiden Joko Widodo dan diterbitkan Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite
Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(Mongabay, 2020).

Pada saat masih berlaku Perpres No. 73/2012 beberapa kementerian dan lembaga
terlibat dalam pengelolaan mangrove secara nasional. Sejak dicabutnya Perpres
73/2012 Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistemm Mangrove turut
dibubarkan sehingga berdampak pada pembubaran Kelompok Kerja Mangrove
Nasional (KKMN) dan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Melalui Perpres
No. 82/2020 pengelolaan mangrove dilaksanakan secara spesifik oleh dua
kementerian yaitu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan Perpres 82/2020, KLHK dan KKP diberikan kewenangan untuk
melakukan rehabilitasi mangrove. KLHK, dalam upaya rehabilitasi mangrove,
bekerja sama dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Di sisi lain,
KKP berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian dan lembaga
terkait, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta sektor swasta.
BRGM sendiri mendapat mandat khusus untuk rehabilitasi mangrove melalui
Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

Selain Perpres No. 82 Tahun 2020, pengelolaan mangrove di Indonesia juga
didukung oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua undang-undang
ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya konservasi ekosistem
mangrove dan perlindungan mangrove dari kerusakan lingkungan.
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Tabel 1 Kewenangan pengelolaan mangrove setelah Perpres No. 73 Tahun 2012

dicabut oleh Presiden Joko Widodo

Lembaga

Kewenangan

Kegiatan

Peraturan
Menkaomarves
5/2022

Kemekomarves

Bappenas Keputusan Menteri

PPN/ [
Kepala Bappenas
89/2020

KLHK Perpres 82/2020

UuU 5/1990

Uu 32/2009

Perpres 98/2021

lindungihutan.com

Mempercepat
kegiatan rehabilitasi
mangrove dengan
menggunakan

dana non-APBN,
MDTF, dan lain
sebagainya

Mengarahkan
kegiatan
pengelolaan
ekosistem gambut
dan mangrove
dalam jangka
panjang dengan
arahan yang lebih
jelas dan terstuktur

Melakukan kegiatan
rehabilitasi
mangrove di
kawasan hutan

Melakukan
konservasi
ekosistem mangrove
dalam rangka
pelestarian

sumber daya alam
hayati dan
ekosistemnya

Perlindungan
mangrove dari
kerusakan
lingkungan dengan
melakukan
penegakan hukum

Mencapai target
penurunan emisi
dan NDC melalui
penyelenggaraan
Nilai Ekonomi
Karbon (NEK),
termasuk

karbon biru
(mangrove) sebagai
potensi baru

Koordinasi
percepatan
rehabilitasi
mangrove

seluas 637.624 ha

Penyusunan strategi
pengelolaan
mangrove

dan gambut untuk
TPB dan PRK

Rehabilitasi dengan
APBN di dalam
kawasan

hutan seluas 89.685
ha (14%)
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Lembaga

KKP

BRGM

Pemda Provinsi

Dasar

Uu 1/2014
Perpres 73/2015

Perpres 82/2020

UU 23/2014

Perpres 120/2020

UU 23/2014

Kewenangan

Pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil,
termasuk

kawasan mangrove
di dalamnya, secara
terpadu

Melakukan
rehabilitasi
mangrove di luar
kawasan hutan dan
di

luar wilayah kerja
BRGM

Pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-
pulau kecil,
termasuk

di dalamnya
mangrove

Melakukan
rehabilitasi
mangrove rusak

Mengelola dan
melakukan
pelestarian
ekosistem mangrove

Kegiatan

Rehabilitasi
mangrove di luar
kawasan hutan
seluas 64.746 ha
(10%) dengan dana
APBN

Rehabilitasi kawasan
mangrove rusak di
dalam kawasan
hutan seluas
483.194 ha

(76%) dengan
berbagai sumber
dana

Perencanaan,
pengelolaan,
rehabilitasi,
pendidikan
masyarakat,
engawasan, serta
erjasama
antardaerah dan
dengan pihak ketiga.

Tabel 1 menunjukkan kewenangan pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia

setelah dicabutn
Strategi Nasiona

a Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 yang mengatur tentang
Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Dalam konteks ini, peran dan

tanggung jawab dalam pengelolaan mangrove menjadi lebih teror anisir dan
Fg g | peng g ) g

atkan berbagai pemangku kepentingan (Qodriyatun, 2023).

Pemangku kepentingan yang terlibat antara lain Kementerian Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves),

Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), dan Pemerintahan Daerah/Provinsi
(Pemda/Pemprov) (Qodriyatun, 2023).
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Yang menjadi sorotan saat ini adalah pengelolaan yang terjadi diantara KLH, KKP,
dan BRGM. Setelah pencabutan peraturan tersebut, kewenangan utama dalam
pengelolaan mangrove diambil alih oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK). KLHK bertanggung jawab atas pengelolaan mangrove yang
berada di kawasan hutan, dengan fokus pada konservasi, rehabilitasi, dan
pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Qodriyatun, 2023). Selain
KLHK, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) juga memainkan peran
penting, terutama dalam upaya rehabilitasi dan restorasi mangrove di daerah-
daerah yang kritis. BRGM bertugas mengkoordinasikan program-program restorasi
dan menggalan% dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan
masyarakat lokal (Qodriyatun, 2023).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki tanggfung jawab atas
pengelolaan mangrove yang berada di luar kawasan hutan. KKP fokus pada aspek-
aspek yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan,
serta pengelolaan pesisir secara terpadu.

Pemerintah daerah grovinsi juga terlibat dalam pengelolaan mangrove, terutama
dalam penerapan kebijakan lokal dan pengawasan implementasi program-program
konservasi di tingkat daerah. Mereka bekerja sama dengan instansi pusat untuk
memastikan keberlanjutan ekosistem mangrove di wilayah masing-masing.

Masyarakat pesisir memiliki peran kunci
sebagai pengelola langsung dan penjaga
ekosisten mangrove. Partisipasi aktif
masyarakat dalam konservasi dan
rehabilitasi mangrove sangat penting
untuk keberhasilan jangka panjang dari
upaya pelestarian ekosistem ini.
Masyarakat sering kali terlibat dalam
kegiatan penanaman mangrove,
emantauan kondisi mangrove, serta
Inisiatif lokal untuk menjaga lingkungan
pesisir.

Namun, tabel 1 juga mengilustrasikan
adanya tantangan dalam koordinasi

antara berbagai pemangku

Gambar 1. Kegiatan Penanaman Mangrove oleh LindungiHutan kepentingan_
Sumber : lindungihutan.com

Tumpang tindih kewenangan dan kurangnya koordinasi yang efektif sering kali
menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program pengelolaan mangrove. Untuk
mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sinergis dan komunikasi yang lebih baik
antar lembaga, serta kebijakan yang jelas dan terintegrasi untuk mengoptimalkan
pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia.

Dengan demikian, pengelolaan mangrove yang efektif dan berkelanjutan
memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga swasta, dan masyarakat lokal. Hanya dengan kerja sama yang baik,
Indonesia dapat memastikan kelestarian ekosistern mangrove yang kaya dan penting
ini untuk generasi mendatang.
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Tumpang Tindih Pengelolaan
Mangrove Antara KLHK, KKP, dan
BRGM

Rehabilitasi mangrove menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Indonesia
dalam upaya pemulihan ekosistem pantai yang terdegradasi. Target yang
ditetapkan sangat ambisius, yaitu merehabilitasi lahan mangrove seluas 600.000
hektar sepanjang garis pantai yang terdegradasi dalam periode 2020-2024.
Pemulihan ekosistem mangrove yang terdegradasi ini adalah elemen kunci untuk
mencapai tujuan FOLU NET SINK 2030, sebuah program yang bertujuan mencapai
keseimbangan antara emisi gas rumah 'kaca dan penyerapan karbon (KHLK, 2023).

Namun, hingga Juli 2023, upaya rehabilitasi ini baru berhasil mencakup sekitar
65.561 hektar. Angka ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan (KLHK, 2023).
Selain itu, laju deforestasi lahan mangrove di Indonesia masih tinggi, mencapai
0,7% per tahun (Bappenas, 2022). Sebanyak 21.662 hektar lahan mangrove
dinyatakan dalam kondisi kritis dan tidak dapat direhabilitasi (Nurhati &
Murdiyarso, 2022).

Gambar 1. Kegiatan Kolaborai Penanaman Mangrove
Sumber : lindungihutan.com

Melihat fakta tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menyiapkan berbagai langkah
strategis untuk mensukseskan target rehabilitasi mangrove yang telah ditetapkan.
Salah satu tantanEan utama yang harus segera diatasi adalah disharmonisasi atau
tumpan%( tindih kewenangan di tingkat kementerian dan lembaga terkait. Ini
termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian
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Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM),
yang semuanya memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan mangrove.

Setelah dicabutnya Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional
Pengelolaan Ekosistem Mangrove, pengelolaan mangrove di Indonesia Kkini
melibatkan setidaknya enam kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/Bappenas, KLHK, KKP, BRGM, serta Pemerintah Daerah
Provinsi.

Untuk mengatasi disharmonisasi kewenangan ini, diperlukan koordinasi yang lebih
efektif antara semua pihak yang terlibat. Pemerintah perlu membentuk mekanisme
koordinasi yang jelas dan terintegrasi, sehingga setiap kementerian dan lembaga
dapat bekerja secara sinergis. Penyusunan peta jalan (roadmap) yang komprehensif
untuk rehabilitasi mangrove, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, juga
sangat penting.

Selain itu, partisipasi masyarakat %
dan sektor swasta harus terus
ditingkatkan. Edukasi mengenai
pentingnya ekosistem mangrove
dan manfaatnya bagi lingkungan
serta ekonomi Iokal dapat
mendorong partisipasi aktif dari
berbagai lapisan masyarakat.
Penggunaan teknologi modern

untuk pemantauan dan
rehabilitasi mangrove juga perlu
dipertimbangkan untuk

meningkatkan efektivitas upaya
rehabilitasi.

Dengan langkah-langkah : AT e e B S
strategls . ya ng terkoo rdlnaSI Gambar 3. Indonesian's Folu Net Sink 2030
dengan baik, diharapkan upaya Sumber : ppid.menihk.go.id

rehabilitasi mangrove di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mencapai target
yang telah ditetapkan. Pemulihan ekosistern mangrove yang sukses tidak hanya akan
mendukung tujuan FOLU NET SINK 2030, tetapi juga memberikan manfaat jangka
panjang bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
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Studi Kasus Tumpang Tindih
Pengelolaan Mangrove di
Indonesia

Pengelolaan mangrove di Indonesia melibatkan banyak instansi. Menurut Satyawan
Pudﬁatmoko, Deputi Perencanaan dan Evaluasi BRGM, sebuah kajian dari World
Bank telah mengidentifikasi ada 20 institusi C?/ang terlibat dalam pengelolaan
mangrove di Indonesia. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kebijakan antar
pemangku kepentingan (Mongabay, 2022)

Berdasar siaran pers dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun
2015 dalam Putri et al (2023), hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan
akibat dari kerusakan lingkungan. Salah satunya berada di kawasan hutan
mangrove Delta Mahakam Provinsi Kalimantan Timur.

Hutan mangrove Delta Mahakam mengalami penurunan akibat kerusakan yan
terjadi. Kerusakan ini disebabkan oleh masyarakat yang membuka lahan untu
dijadikan tambak sebagai mata pencaharian sehari-hari tanpa memperhatikan
keseimbangan lingkungan (Darlan et al, 2009).

Persoalan ini menjadi tantangan bagi KPHP Delta Mahakam, Dinas Lingkungan
Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki andil
dalam penyelesaian masalah tersebut. Mereka dinilai masih memiliki perbedaan
pengetahuan, pemahaman, dan pendalaman kebijakan dalam pengelolaan serta
penanganan masalah di hutan mangrove di Delta Mahakam (Putri et al, 2023).

KPHP Delta Mahakam, sebagai institusi yang memiliki tan%gung cjawab besar,
sangat tanggap terhadap masalah di kawasan tersebut. Berbeda dengan Dinas
Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur,
yang menganggap tanggung jawab mereka di kawasan Delta Mahakam tidak
sebesar KPHP Delta Mahakam, sehingga respon mereka terhadap masalah yang
muncul tidak segera ditangani.

Tanggung jawab menjadi indikator penting yang mempengaruhi respon para
pelaksana kebijakan. Institusi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas
Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur merasa kawasan Delta
Mahakam bukan wilayah prioritas dan tanggung jawab besar, ditambah dengan
jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama di tiga kecamatan yang menjadi
ahan pertimbangan mereka.

Kehadiran KPHP Delta Mahakam yang sigap dalam memberikan informasi terkait

permasalahan yang terjadi semakin membuat institusi lain tidak memprioritaskan
permasalahan di kawasan Delta Mahakam.
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Sebagai contoh program revitalisasi tambak yang dijalankan oleh Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP) sering kali dianggap bertentangan dengan upaya
rehabilitasi mangrove. Alih fungsi sebagai lahan tambak, sering dituding sebagai
penyebab utama konversi lahan mangrove. Menurut data dari BRGM dalam
Mongabay (2022), menunjukkan bahwa seluas 700.000 hektar mangrove yang hilang,
631.000 hektar diantararcwiya telah diubah menjadi area tambak yang terbagi dalam
kawasan hutan maupun di area lain.

Pada kasus Iainnia, terdapat tumpang tindih kebijakan sehingga menyebabkan
kebingungan dan konflik kepentingan seperti di Taman Nasional Wakatobi Sulawesi
Selatan dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Papua Barat. Terlebih kedua
lokasi tersebut sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Akibatnya
menimbulkan kerancuan dalam tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang
disebabkan karena UU Nomor 5/1990 tentang konservasi sumber daya alam dan
ekosistemnya belum diperbarui, berdampak pada pengelolaan hutan mangrove di
pesisir.

Selain 2 kementerian besar, KLHK dan KKP yang mengurus pengelolaan mangrove di
Indonesia, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove juga memiliki kewenangan
konstitusional dalam pengelolaannya.

KLHK mer&ghabiskan 406,1 miliar rupiah untuk merehabilitasi 15.000 hektar
mangrove di 34 provinsi pada 2020. Pada masa pandemi, pemerintah merencanakan
rehabilitasi 600.000 hektar mangrove dengan menggunakan dana Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, KKP juga memiliki program rehabilitasi mangrove, dengan rehabilitasi
65,65 hektar di Kajlimantan Barat dan Kalimantan Timur. BRGM pun berencana
merehabilitasi 600.000 hektar mangrove selama lima tahun di enam provinsi, yaitu
Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Papua
Barat (Forest Digest,

AR AR R AR
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Dilansir dari Koral (2023), menghadapi banyak tantangan yang sering kali
bersinggungan dengan pro%ram pemerintah lainnya. Dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, terdapat dua target untuk
budidaya perikanan. Pertama, meningkatkan produksi perikanan budidaya sebesar
8,5% Iper tahun dan menumbuhkan ekspor udang sebesar 8% per tahun melalui
revitalisasi tambak sentra produksi bandeng dan udang. Kedua, meningkatkan
ekspor udang sebesar 250% pada tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut pemerintah justru harus membuka lahan untuk
tambak udang sehingga luasan mangrove mengalami penurunan. Menurut
Murdiyarso et al 2015, dalam jurnal bertajuk “The Potential Of Indonesian Mangrove
Forests for Global Climate Change Mitigation”, penyebab deforestasi dan degradasi
mangrove di sepanljanfg pesisir Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan pantai
Utara Jawa adalah alih fungsi lahan mangrove menjadi tambak udang.

Dikutip dari Forest Digest dalam Koral (2023), kegagalan pada program Badan
Restorasi Gambut dan Rehabilitasi Mangrove (BRGM) justru banyak yang gagal
dikarenakan perspektif rehabilitasi sebatas penanaman Rhizophora yang paling
mudah dan terkenal. Padahal banyak jenis yang berbeda-beda (endemik) seperti
misalnya jenis Avicennia spp atau dikenal dengan Man%(ove Api-Api ataupun jenis
Sonneratia yang cenderung toleran pada berbagai tingkat salinitas (tawar, payau,
ataupun saline).

BRGM memiliki banyak alasan sehingga cenderung mengambil langkah cepat dalam
melakukan rehabilitasi mangrove namun tidak memiliki hasil secara signifikan.
Pertama, pemilihan jenis mangrove seperti Rhizophora dalam pemulihan ekosistem,
namun jenis tersebut tidak sepenuhnya cocok di semua lokasi penanaman. Kedua,
pemerintah memberikan mandat kepada beberapa stakeholder tanpa dilakukan
studi/penelitian lebih lanjut tentang kondisi lokasi penanaman.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut, upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia
menghadapi tantangan besar berupa tumpang tindih kewenangan antara berbagai
lembaga yang terlibat dalam pengelolaannya, seperti Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan
Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). Keberadaan banyak institusi dengan tugas
serupa namun tidak terkoordinasi dengan baik menyebabkan konflik kebijakan
implementasi di lapangan.

Misalnya, program revitalisasi tambak oleh KKP sering kali bertentangan dengan
upaya rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh BRGM, dimana konversi lahan
mangrove merg’adi tambak justru memperburuk deforestasi. Kurangnya koordinasi
yang efektif di antara lembaga-lembaga ini menghambat pencapaian target
rehabilitasi yang telah ditetapkan dan menuntut adanya mekanisme kolaboratif yang
lebih jelas dan terintegrasi.



Mengapa Penting untuk
Memahami Kondisi Tumpang
Tindih Kebijakan?

Tumpang tindih kebijakan dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam
Eenﬁelolaan mangrove. Hal ini bisa mengakibatkan duplikasi usaha atau bahkan
onflik dalam implementasi program. Dengan memahami tumpang tindih ini,
usaha dan perencanaan pengelolaan mangrove dapat dilakukan lebih efektif dan
efisien, dengan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

Pengelolaan mangrove yang optimal sangat penting bagi perlindungan pantai,
mitigasi perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati yang ada di dalam
ekosistem mangrove. Tumpang tindih kebijakan berpotensi mengurangi efektivitas
program konservasi dan restorasi, sehingga mangrove menjadi lebih rentan
terhadap degradasi.

Dengan kebijakan yang terkoordinasi, upaya perlindungan dan restorasi manErove
dapat ditingkatkan. Pemahaman mendalam juga membantu peningkatan
pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi. Memahami kondisi ini penting
untuk mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif dan memberdayakan
masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian mangrove.

Kesimpulan

Pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia mengalami tumpang tindih kebijakan dan
kewenangan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian
Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
KLHK bertanggung jawab atas mangrove di kawasan hutan berdasarkan Perpres No. 120
Tahun 2020, sementara KKP mengelola mangrove di luar kawasan hutan sesuai dengan
Perpres No. 82 Tahun 2020. Kurangnya koordinasi menyebabkan duplikasi usaha dan
ketidakselarasan regulasi, seperti yang terlihat pada pencabutan Perpres No. 73 Tahun
2002,

Pen%elolaan mangrove di Indonesia melibatkan beberapa instansi Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), yang sering menyebabkan tumpang
tindih kebijakan dan implementasi di lapangan. Contohnya di Delta Mahakam Provinsi
Kalimantan Timur dan program revitalisasi tambak oleh KKP bertentangan dengan upaya
rehabilitasi mangrove oleh BRGM, yang memperburuk deforestasi.

Pemerintah daerah dan masyarakat pesisir juga berperan penting, namun sering kali tidak
sinergis dengan kebijakan pusat. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan mekanisme
koordinasi yang efektif dan kebijakan yang terintegrasi, memastikan pengelolaan
mangrove yang efisien dan berkelanjutan.
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